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Klausul padakarcis parkir, dimana tercantum kalimat "Pengelola paikir tidak bertanggung jawab atas segala
kehilangan dan atau kerusakan mobil atau motor serta barang yang ada didalamnya." Klausul tersebut
merupakan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, yang larangannya diatur di dalam
Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a yang
menyatakan sebagai berikut; "Pelaku usaha dalam menawaikan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau peijanjian apabila:
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha'. Pada klausul baku di dalam karcis paikir posis
konsumen sangat lemah karena konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu jika konsumen
membutuhkan silahkan ambil, atau jika keberatan tinggalkan sgja (take it or leave it). Pelaku usaha
perparkiran mendasarkan karcis paikir yang diberikan kepada konsumen pada Peraturan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran pasal 36 ayat (2), yang berbunyi : "Atas hilangnya
kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada
di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir." Pengelola parkir hanya sepotong-
potong dalam menerapkan isi Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 1999, hanya pasal-
pasal tertentu yang menguntungkan pihaknya, yang dicantumkan dalam karcis paikir. Di sisi lain pasal yang
menjadi hak konsumen justru disembunyikan, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 36 ayat (1), yang
menyatakan jika kendaraan konsumen hilang dan atau rusak, berarti pengelola parkir telah gagal
memberikan pelayanan yang sebaik-bainya dan menjaga keamanan lokasi parkir. Begitu juga dengan Pasal
36 ayat (3), yang memuat penyelenggara perparkiran dapat melakukan kerja sama dengan lembaga asuransi
atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan akibat kebakaran, dengan besarnya premi asuransi yang
disetujui Gubernur Kepala Daerah. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa K ota Bandung Nomor 66/Pts-
BPSK/V11/2005 Tentang Arbitrase telah mengabulkan gugatan Penggugat yaitu Riwandi Kencana Mulja,
agar Tergugat yaitu PT Securindo Packatama Indonesia, membayar ganti kerugian seharga motor Penggugat
yang hilang di dalam areal paikir yang dikelola Tergugat, karena Tergugat telah melakukan kesalahan dalam
mengelola perparkiran di Ruko Gedung Gajah, Jl. Dr. Sahaijo, Tebet, Jakarta Selatan yang mengakibatkan
hilangnya kendaraan motor milik Penggugat. Dari putusan BPSK tersebut terlihat bahwa pihak pelaku usaha
tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari pengguna jasa
(konsumen) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ketentuan Peraturan Daerah Khusus | bukota
Jakarta Nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran, menurut Majelis tidak mengurangi hak para penggunajasa
paikir untuk menuntut jika pihaknya dirugikan akibat adanya kelalaian dari pengelola paikir, yang tidak
memberi jaminan keamanan yang memadai atas kendaraan para pemakai jasa parkir.
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